BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

+ 1.

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati ke
dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum,
program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan
Daerah, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)
Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;

bahwa dalam kerangka upaya pencapaian visi, misi, dan
program Bupati perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat,
sehingga RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2108
perlu disesuaikan,;

bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal terjadinya
perubahan yang mendasar, rencana pembangunan Daerah
dapat diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b, dan c, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018,
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5659);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun
2009 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Tahun
2014 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2012 Nomor 5 Tahun 2012 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 21/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Menetapkan :

dan
BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014-2018.



4

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran

Daerah Tahun 2014) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:

“Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kabupaten @ Jombang Tahun  2014-2018  disusun
berdasarkan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Hubungan RPJMD dengan dokumen

perencanaan lainnya
1.4. Sistematika Penulisan
1.5. Maksud dan Tujuan

BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten
Jombang
4.2. Isu-isu Strategis

BAB V  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi
5.2. Misi
5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. Kebijakan Umum
7.2. Program Pembangunan Daerah

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
10.1 Pedoman Transisi
10.2 Kaidah Pelaksanaan

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut:

”Pasal 5

Isi dan uraian RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-
2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang .

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI gMBAN G,

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 17 Oktober 2018

Pj. SEKR
KABUP.

RIS DAERAH
JOMBANG,

EKSAN GUNAJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 7/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 288-7/2018
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b)

d)

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah
Kabupaten Jombang, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku
kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di
dalam Perubahan RPJMD Tahun 2014-2018 dengan sebaik-baiknya;
Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah
Kabupaten Jombang agar segera menyusun Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) SKPD dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun
2014-2018;

Seluruh Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa harus
mempedomani Perubahan RPJMD Tahun 2014-2018,;

Penyusunan Perubahan RPJMD telah dilakukan melalui pembahasan
dengan DPRD Kabupaten Jombang, sebagai pengejawantahan perwakilan
aspirasi masyarakat, dengan harapan program-program yang tertuang
dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan
kerjasama dan peran serta para pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan target-target Perubahan
RPJMD Tahun 2014-2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan

efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun

2014-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku

institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan

perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi,

monitoring dan evaluasi terhadap SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten
Jombang dalam implementasi Perubahan RPJMD Tahun 2014-2018.

BUPATI JOMBANG,

@/_f %

MUNDJID, WAHAB
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